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PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA Di PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu mempunyai tugas dan
wewenang meiindungi masyarakat dari ancaman bencana,
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkena bencana dan
meningkatkan ketahanan sosial sesua; dengan kondisi,
kekhasan dan potensi daerah;

b. bahwa tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah demikian itu
dikarenakan secara geogiafis, geologis, Klimatologis, hidrologis,
dan sumberdaya alamnya, Provinsi Bengkulu merupakan daerah
rawan bencana, yang disebabkan oleh alam maupun non alam
serta oleh perbuatan manusia yang berpotensi menimbulkan
korban jiwa, harta benda dan terjadinya pengungsian dalam
jumlah yang besar;

c. bahwa tupaya penanggulangan bencana ‘ang akan
dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencai 2 Daerah
dilakukan secara terencana, terpadu, menyelu th  dan
terkoordinasi dengan melibatkan semua potensi baik yai. ; ada di
daerah maupun yang ada di luar daerah;

d. bahwa untuk menjamii venyelenggaraan penanggular ‘an
bencana secara efeklii dan efisien diperiukan adanya landas. n
hukum yang mengatur kegiatan penanggulangan bencana d,
Provinsi Bengkulu;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, ¢ dan d tersabut di
atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang
Penanggulangan Bencana.

Mengingat : qn Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1861 tentang Pengumpulan
Uang atau Barang oleh masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214. Tambahan
Lembaran Negara Republik Inconesia Nomor 2273);




2.

10.

32

Undang-Undang Nomor @ Tahun 1967 tentang Pembentukan
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2628);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3495);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3647);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199%
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1929 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentuan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembarar Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor '“ Tahun 2004 tentang Pemc riksaan,

Pengeloiaan dan Ta: yung Jawab Keuangan | 'egara
(Lembaran Negara Repu: lik Indonesia Tahun 2004 Nomc 66,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 44 0);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeioh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintal Fusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuh 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomior 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahuh 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia publik Tahun
2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau. Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

Undang-Undang Nemor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1880 tentang
Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentan;
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemernntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Normor 38 Tahun 2607 tentang
Fembagian Urusan Pemerintahan Antara  Pemerintah,
Pemerintahari Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737):

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan  Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah  Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lemibaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829):

Peraiuran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Feran
Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non
Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembara Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara
Peiaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubemnur Sevbagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 5107);

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalem Penyediaan
Infrastruktur;

- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan

Nasional Penangguiangan Bencana;

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 200
tentang Pengelclaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Di
Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun
2007 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi
Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008
Nomor 9),



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
dan
GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI
PROVINSI BENGKULU

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adala Presiden Republik Indonesia vang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia scbagaimana dimaksud daiam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahur. 1945,

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangka Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
4. Gubemur adalah Gubernur Bengkulu.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut L °RD adalah Dewan
Perwakilan Rayat Daerah Provinsi Bengkulu.

6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalan Pemerintah Kabupaten/Kot . dalam Lingkup
Provinsi Bengkulu.

7. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Lain adalah Pen rintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang terdekat dengan wilayah hone na.

8. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daeran adalah rencana keuang 1 tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerini " Daerah
dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB, dalah
lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat e ‘eri
yang dibentuk oleh pemerintah pusat, sebagai badan yang berwc: g
menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.

10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, yany selanjutnya disebut BPBL
Provinsi, adalah Perangkat Daerah Provinsi yang dibentuk dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan Penanggulangan Benzana.

11. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.






